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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini mengenai 

Problematika Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Tacik Mori Ata Ngaran di 

Pelabuhan II Labuan Bajo dalam terang Teori Keadilan John Rawls, maka penulis menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

 pertama, Problematika utama yang dihadapi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

di Pelabuhan II Labuan Bajo meliputi persoalan ketidakstabilan pendapatan, minimnya 

perlindungan sosial, lemahnya posisi tawar pekerja, keterbatasan akses terhadap 

pengambilan keputusan, serta distribusi manfaat pembangunan yang belum merata. 

Meskipun pembangunan pelabuhan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara proporsional oleh 

para buruh sebagai pelaku utama aktivitas bongkar muat.  

Kedua, Teori Keadilan John Rawls sangat relevan untuk disandingkan pada objek 

penelitian ini, untuk menjadi sebuah pisau bedah analisis, sebab teori tersebut menempatkan 

keadilan sebagai dasar utama dalam mengatur struktur sosial, distribusi manfaat ekonomi, 

serta perlindungan terhadap kelompok yang paling lemah dalam struktur ekonomi. 

  Melalui prinsip kebebasan yang setara, prinsip perbedaan dan prinsip kesempatan 

yang fair, dapat dilihat bahwa keadilan tidak hanya sebatas hasil akhir, melainkan juga 

menyangkut proses, kesempatan atau peluang posisi yang setara dan perlakuan yang 

diterima setiap orang secara sama. Dalam konteks Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat 

Tacik Mori Ata Ngaran, prinsip kebebasan yang setara belum dapat terwujud sepenuhnya, 

terutama bilamana masih terdapat keterbatasan dalam menunjang hak-hak dasar TKBM itu 

sendiri, seperti hak untuk berpartisipasi menyampaiakan aspirasi, lemahnya sistem 

perlindungan hukum terhadap TKBM, dan ketimpangan relasi kuasa antara buruh dengan 

pihak pengelola jasa buruh. 
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 Juga berdasarkan prinsip perbedaan (difference principle), ketimpangan ekonomi 

sejatinya hanya dapat dibenarkan apabila mampu memberikan manfaat terbesar, terutama 

bagi kelompok yang paling lemah dalam struktur ekonomi. Namun, realitas yang telah 

dipaparkan sebelumnya terkait kehidupan TKBM, ketimpangan yang ada dari segi 

pendapatan dan distribusi keuntungan pembangunan, belum sepenuhnya berpihak kepada 

pekerja bongkar muat sebagai kelompok yang rentan atau berada pada posisi subordinat.   

 Juga, dalam prinsip kesempatan yang setara (fair equality of opportunity), 

mendorong adanya kesempatan yang setara bagi buruh untuk berkembang, memperoleh 

pelatihan, meningkatkan posisi kerja, serta mengakses informasi ekonomi belum berjalan 

optimal. Hambatan pendidikan, keterampilan, dan struktur organisasi masih menjadi faktor 

pembatas. Dengan demikian, penelitian ini hendak menegaskan bahwa sistem 

ketenagakerjaan TKBM di Pelabuhan II Labuan Bajo belum sepenuhnya mencerminkan 

keadilan sosial sebagaimana dirumuskan oleh John Rawls, meskipun terdapat peluang besar 

untuk perbaikan melalui reformasi tata kelola, perlindungan pekerja, dan distribusi manfaat 

pembangunan yang lebih adil. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

Pertama, bagi pemerintah. Pemerintah daerah maupun instansi terkait perlu meningkatkan 

pengawasan terhadap sistem ketenagakerjaan di sektor pelabuhan, terutama terkait standar 

upah layak, keselamatan kerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, dan penyelesaian 

permasalahan buruh, khususnya anggota tenaga kerja bongkar muat di koperasi Tacik Mori 

Ata Ngaran Pelabuhan II, Labuan Bajo.  

Kedua, Bagi Koperasi Pengelola TKBM. Pengelola Koperasi Tacik Mori Ata Ngaran 

diharapkan menerapkan transparansi keuangan membuka ruang dialog dengan anggota 

TKBM, memperbaiki sistem pembagian pendapatan serta lebih intensif lagi mengupayakan 

peningkatan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.  

Ketiga, Bagi Para Buruh. Para tenaga kerja bongkar muat perlu memperkuat 

solidaritas internal, meningkatkan keterampilan kerja, serta memahami hak-hak normatif 

ketenagakerjaan agar memiliki posisi tawar yang lebih baik. Bagi penulis hal ini bersifat 
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urgen, sebab tuntutan normatif ketenagakerjaan di masa kini umumnya berjalan selaras 

dengan tuntutan kemajuan zaman.  

keempat, bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki banyak 

keterbatasan, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji persoalan TKBM 

dari perspektif hukum ketenagakerjaan, ekonomi politik, sosiologi buruh, dan kebijakan 

publik maritim secara lebih baik. 

5.3 penegasan Akhir atas Kesimpulan 

 Keadilan sosial bukan hanya cita-cita normatif, melainkan kebutuhan nyata dalam 

kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi akan kehilangan makna apabila tidak 

menghadirkan kesejahteraan bagi mereka yang bekerja di garis terdepan. Oleh karena itu, 

keberadaan tenaga kerja bongkar muat sebagai penopang aktivitas ekonomi pelabuhan harus 

ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang bermartabat, setara, dan layak memperoleh 

keadilan. 
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2. Foto wawancara bersama staf administratif Koperasi Tacik Mori Ata Ngaran (Rian 

Nabun dan Nar Ludu) 
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